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Menimbang

BUPATI ACEH SINGKIL

bahwa dalam rangka kelestarian lingkungan sumber daya alam

Sarang Burung Walet, maka diatur tata carapengelolaan dan

pengusahaanya

bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam

Perafuran Daeratr

Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 Tentang Pembentukan

Daerah Otonomi Propinsi Aceh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang konservasi

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ( Ln tatrun 1990 no,

49 tambahan LNNO. 3419)

Undang-undang no. 5 tahun 1994 tentang pengesatran konvensi

persyerikatan bangsa-bangsa mengenai keanekaragaman hayati

( LN tahun 1994 No. 41 , tambahan LNNo . 3556)

Undang-undang no.5 tahun 1997 Tentang pajak Daerah dan

Retribusi Daerah

Undang-undang nomor 14 tahun1999 Tentang pembentukan

Kabupaten Daerah tingftat II Aceh Singkil

Undang-undang no.22 tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1994 Tentang perburuan

satwa baru

Peraturan Pemerintah no. 20 tahun 1997 Tentang Retribusi

Daerah

Peraturan pemerintah no. 62 rahun 1998 Temng peqtrnhm

sebagim unxs{In dtbidang kehuterten K€p6Js Doea'aih-

Mengingat
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10. Peraturan Pemerintah'No.8 tahm 1999 tmfimg fnrmm jmts

Tumbuhan dan Satwa liar.

ll. Keputusan Menteri dalam negeri No.71 tahun 1999 tetrtang pedoman

pengelolahan Sarang Burung Walet.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG

PENGELOLAAN DAN PENGURUSAN SARA}IG BURUNG WALET

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerahadalah Kabupaten Aceh Singkil.

2. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil'

3, Izin adalah izin Pengusahaan Sarang Burung Walet yang diberikan oleh

Bupati.

4. Burung walet adalah satwa liar yang termasuk matga Collocalia.

5. Pengelolaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang

burung walet dihabitat alami dan diluar habitat alami'

6. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan Sarang

Burung Walet dihabitat alami dan di luar habitat alami.

7. Habitat alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung walet

hidup dan berkembang secara alami.

8. Di luar habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung

walet hidup dan berkemb ang y arrg diusahakan

g. Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi"

Kawasan Suaka Alam, dan Kawasan Pelestarian Alam.

10. Lokasi adalah suatu kawasan tempat tertentu dimana terdapa Sarang

Burung Walet baik di Habitat Alami maupun maupun di luar I-Iabita

Alami

11. Kau-asan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan cffi L-hnq tfftentu hftlk

di darat nnninuprn di perairan veng memF!fi\?l fimEw eeri.infrm$m siffiffi'

pefl\-m e-p-s kefoidupaq p€nSilE.er.*rl - -Ir€Ms mmlhlrM dm
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(1) Sarang Burung walet.yang berada dihabitm alami dan di luar habitu

alami dapat dikelola dan diusahakan atas izin Bupati.

(2) untuk mendapatkan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung

walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (l), oreng dau badan

mengajukan permohonan kepada Bupati dengan melampirkan:

a. Proposal Pengusahaan Sarang Burung Walet.

b. Rekomendasi dari Instansi Pemerintah terkait berdasarkan berita

acara hasil pemeriksaan tehnis lokasi pengusahaan Sarang Burung

Walet.

c. surat Pernyataan Permohonan akan mempekerjakan masyarakd

setempat yang diketahui Keucik/Kepala Desa setempat.

d. Surat pernyataan permohonan sanggup mentaati persyaratan tehnis

yang ditetapkan oleh Bupati dan Intasi tehnis,

e. Khusus pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung walet Di tuar

habitat alami harus dilengkapi rzin Gangguan (Ho) dan rin
Mendirikan Bangunan (Ih/B)

Pasal5

(l) Penemu Sarang Burung walet di habitat Alami wajib melapmbr
penemuannya kepada Bupati dengan menyertakan Surat Keterangan dai
Keucik/Kepala Desa/Lurah yang dilegalisir oleh Camat setempar $ne
penerbitan Surat pengesahan atas penemuannya.

(2) Penemu sarang Burung walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)
diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan Sarang Burung

Walet temuannya., melalui pachter /lelang.
(3) Penemu Sarang Burung'Walet dapat bekerja sama atau menyerahkan

pengelolaan dan pengusahaannya pada pihak lain dengan terlebih dahulu

mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

BAB IV
PENGAMBILAN DAN PERDAGA}{GAN SARANG BURUNG WALET

Pasal6

Untuk mennngkatkan produlcifitas dan menjaga pouias tsilrnry \{-dm*
pengamhilar'r Fxe{oameman Sarang ts'urung l[elet .{ii]lhkir[;mn d.emg!,!r!

mempe,nhsrirc*rr ffi,FhaI seha€Ai berihrt
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Masa panen {ilakukrn $td.h & hug mh

sarangnya.

Sarang Burung Walet sedang tidak berisi teh-rr-

Dilaksanak an pada siang hari'

Tidak mengganggu Burung Walet yang sedang mengeram'

Dalam hal Sarang Burung Walet berada di Hutan Produksi, Kawasan

Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam agar mematuhi persyaratan

tehnis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dibidang kehutanan'

PasalT

Bagi setiap orang atau badan yang melakukan usaha perdagangan sarang

burung walet harus memiliki surat izin dari instansi berwenang.

Bagi setiap orang atau badan yang melakukan usaha perdagangan sarang

burung walet sebagai tersebut ayat I diatas di kenakan pajak daerah

setiap kilogram sarang burung walet.

BAB V

PEMBINAA}{ DAN PENGAWASA}I

Pasal8

(l) Dalam rangka pembinaan, Bupati dan Instansi tehnis menfasilitasi

pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.

(2) Bupati dan Instasi tehnis melakukan pengawasan atau pengelolaan dan

pengusahaan Sarang Burung Walet.

(3 ) Dalam nngfiapengawasan, Bupati dapat memberikan sangsi administratif

berupa peringatan tertulis, pencabutan izin atau sangsi lainnya sesuai

ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUA}I PERALIHA}I

Pasal9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, orang atau badan yang zudah

memiliki izin tetap berlaku sampai dengan batas berlakunyaizrn.
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BAB VII
KETE}ITUANPENUTT]P

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatu
tersendiri dengan keputusan Bupati Dengan memperhatilan
petunjuk yang berlaku

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak diundangkanagfi setiap
orang mengetahuinya memerintah kan perundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembatan Daerah
Kabupaten Aceh Singkil

Diundangkan dalam kmbatran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
pada tanggal 23 juni 2001 No.15 seri C tahun 2001


